o BC)S
1 [Prov. Aceh 71 4.040.800.000 23 1.367.600.000 | 32,39%
2 |Prov. Bali 14 1.606.800.000 4 338.800.000 | 28,57%
3 |Prov. Bangka Belitung - - - - 0%
4 |Prov. Banten - - - - 0%
5 [Prov. Bengkulu 15 1.013.200.000 2 110.400.000 | 13,33%
6 |Prov. D.I Yogyakarta - - - - 0%
7 |Prov. D.KI. Jakarta 81 4.365.600.000 21 1.045.600.000 | 25,93%
8 |Prov. Gorontalo 8 762.400.000 - - 0%
9 |Prov. Jambi 14 1.244.800.000 1 78.400.000 7,14%
10 |Prov. Jawa Barat 375 21.667.200.000 114 6.572.000.000 | 30,40%
11 |Prov. Jawa Tengah 180 14.658.000.000 34 2.190.800.000 | 18,89%
12 |Prov. Jawa Timur 435 22.764.800.000 12 641.600.000 2,76%
13 |Prov. Kalimantan Barat 21 1.390.400.000 4 245.600.000 | 19,05%
14 |Prov. Kalimantan Selatan - - - - 0%
15 |Prov. Kalimantan Tengah 23 1.099.200.000 - - 0%
16 |Prov. Kalimantan Timur - - - - 0%
17 |Prov. Kalimantan Utara 4 294.400.000 - - 0%
18 |[Prov. Kepulauan Riau 13 1.090.000.000 - - 0%
19 |Prov. Lampung 8 618.400.000 2 154.400.000 | 25,00%
20 [Prov. Maluku 12 1.153.600.000 1 96.000.000 8,33%
21 [Prov. Maluku Utara 15 826.400.000 - - 0%
22 |Prov. Nusa Tenggara Barat 40 2.740.800.000 - - 0%
23 |[Prov. Nusa Tenggara Timur - - - - 0%
24 |Prov. Papua - - - - 0%
25 |Prov. Papua Barat 5 152.320.000 - - 0%
26 |Prov. Riau - - - - 0%
27 |Prov. Sulawesi Barat 20 1.035.600.000 - - 0%
28 |Prov. Sulawesi Selatan 23 1.348.000.000 1 54.800.000 4,35%
29 |Prov. Sulawesi Tengah 17 1.136.800.000 - - 0%
30 |Prov. Sulawesi Tenggara - - - - 0%
31 [Prov. Sulawesi Utara 25 1.012.800.000 1 48.000.000 4,00%
32 [Prov. Sumatera Barat 141 6.647.200.000 49 2.403.200.000 | 34,75%
33 [Prov. Sumatera Selatan 31 2.132.800.000 2 132.800.000 6,45%
34 |[Prov. Sumatera Utara - - - - 0%

Rekomendasi:

1. Bagi Provinsi yang belum melaporkan, agar segera mengunggah laporan penyaluran ke bos.kemdikbud.go.id
2. Bagi Sekolah yang belum konfirm, agar segera memberikan konfirmasi melalui bos.kemdikbud.go.id
3. Pertanyaan dapat disampaikan via bos@kemdikbud.go.id

4. Laman bos.kemdikbud.go.id telah terkoneksi dengan aplikasi "JAGA" milik KPK



